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Abstrak

Tindak pidana pelacuran mengalami-—perkembangan seiring kemajuan teknologi
internet dalam b% ({stm oniael Pémbartekuany l{ngj&&g:k)ndang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang — Undang-Nomof 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi ElektronikJmenjadi paying hokum penanggulangan
prostitusi online.f Kesenjanganshukumnya adalah” tidak semua. intitusi Kepolisian
Daerah mampu mengunkap praktik prostitusi-.ontine. Permasalahan penelitian ini
adalah: 1) Bagaimanakah bentu negakan hukum.tindak pidana prostitusi online
ditinjau dari Undang — UndangyNomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektranik?. 2) bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana prostitusi online difinjau dari Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transa Elektronik? 3) Bagaimanakah upaya dalam
penegakan hukum tindak pidana”prostitusi online ditinjau dari Undang — Undang
Nomor 19 Tahur) 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Pendekatan
masalah secara yuridis normative. Data penelitian dikumpulkan ielalui studi pustaka
dan internet. Selanjdtnya data di analisis secara kualltatif Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan d'zﬁ‘far d+slmpuu<an" If Penegakan hukum terhadap
prostitusi online yaittl_kepolisian, ‘kejaksaan; dan kehaklman/dtmana para pelaku
dapat dijatuhi hukunﬁan,qqu /&QH@-UU—N&MahUw@GI&tentang ITE, dan UU
No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 2) faktor yang menjadi penghambat terdiri dari
faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan
hukum, faktor masyarakat dan budaya. 3) Perlunya pengawasan dari pemerintah agar
dapat mengontrol situs yang berbau pornografi atau memuat konten asusila dan
memberikan edukasi kepada anak di bawah umur tentang bahaya internet.

Kata Kunci: Penagakan Hukum; Tindak Pidana; Prostitusi Online; UU No 19
Tahun 2016.
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Abstrack

The crime of prostitution has_developed-along-with the advancement of internet
technology in th fqf ariiE Brostitdton Erifotgement-of-taw Number 19 of
2016 concerning lamendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information
and Electronic T‘ nsactions into payingsenlinesprostitution prevent on law. The legal
gap is that not all Regional Police Institutionssare able to disclose the practice of
prostitution online. The problemsiof this researeh are: 1) What i§ the form of law
enforcement of online prostituti riminal law.in terms.of Law Number 19 of 2016
concerning Information and Electrenic Transactions? 2) how are the obstacles in law
enforcement against online prostitution crime in terms of Law Number 19 Year 2016
regarding Information and Electggnic Transactions? 3) How is [the effort in law
enforcement for anline prostitutigh Eriminal law in terms of Law Number 19 of 2016
concerning Information and. Electronic fransactions? Juridical normatlve approach to
problems. Resear’ch data was collected through literature and internet studies.
Furthermore, the data were analyzed qualitatively. Based on the results of research
and discussion it can beﬁogcluded 1) Law enforcement agamst online prostitution is
the police, prosecutors and jud|C|ary Where.the'berpetrators can be sentenced by the
Criminal Code, L’avsL No. 19 oijl&eencemmg\lE and/;.aw No. 44 of 2008
concerning pornography‘T\ﬁ)f inhi 1l Qongrst\ o) i Iegal factors, law
enforcement factors, equipment factors and facilities in Taw enforcement, community
and cultural factors. 3) The need for government oversight to be able to control sites
that smell pornographic or contain immoral content and provide education to minors
about the dangers of internet.
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